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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TEMGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jin Majapahit Nomor 29A Telp, (0370) 6233:7, Fax (0370) 632012

e-mall : program_nakertrans@disnakertrins.ntbprov. go.id

MATARAM
Kode Pos 83125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARA'

NOMORf} /\(q /03-Nakertrans/IV/2017

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA LAYANAN FASILITASI AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSINUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

Mengingat

(U]

bahwa dalam rangka meningkatkai kualitas pelayanan bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja kepada masyarakat di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat, perlu menunjuk Pembina, Koordinator dan
Petugas/Tim Penyelenggara Pelayanan Publik agar berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dengan menerapkan
prinsif-prinsif tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

bahwa nama-nama yang tercantum Jalam lampiran keputusan ini
dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
tentang Tim Pelaksana Pelayanan Fublik Pada Layanan Fasilitasi
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Bidang Pelatihan Dan
Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinei Nusa Tenggara Barat;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan ILembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang—undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomo: 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahan 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);




Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistim
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 46 37);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER
05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

_‘-J

Peraturan Menteri Pendayagnna:n Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tchun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tertang Pedoman Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis

Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

10.  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016
Nomor 11Y;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Permenaxertrans RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Perizinan dan pendaftaran LPK.

12

Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/162/0RG Tgl 13 April 2017
tentang Komrponen Standar Pelayanan Pullik.

MEMUTUSEKAN :

Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Layanan Fasilitasi Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja Bidang Pelatihin Dan Produktivitas Tenaga
Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmig -asi Provinsi Nusa Tenggara

Barat dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.

Tugas Tim Pelaksana Pelavanan Publik te diri:

I. Memberikan pelayanan kepada masyarakat /para pihak yang
membutuhkan secara baik sesuai panduan pelaksanaan
pelayanan/Satandar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

2. Memenuhi sarana prasarana dan hal lain yang diperlukan agar

pelaksanaan pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan

memuaskan.

Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik yang telah

diberikan melalui pengukuran indeks lzepuasan pengguna layanan.

(oS

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
menjadi beban pada DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.




KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagzirana mestinya.

DITETAPKANDI : MATARAM
PADA TANGGAL : 9% APRIL 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIG R%I PROVINSINTB

Drs,Te\K-:I)L DAN ~—

Pembina Utama Madya
NIP:19581231 198303 1 340

Tembusan disampaikan kepada Yth. .

1

L) 2

. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram.
. Inspektorat Provinsi NTB di Mataram




Jenis/Produk Layianan

Lampi-an : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Nomor
Tanggal
Tentang

g}/ 107 /03-Nakerirans/IV/2017
April 2017,-
Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Layanan Fasilitasi
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Bidang Pelatihan Dan
Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Nama Tim Pelaksana Pelayanan Publik Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E | JABATAN UNIT JABATAN | KETERANGAN
\i T \ Fs 3 ¥ Fa 91 Fa 91
| N0 | pah T BT KERJA DALAM TIM
iy 2 3 4
1. | Drs. H. Wilclan. Kepala Dinas Pembina
i Nip. 19581231 198303 1 340
5 | Drs. H. Musta’in, SS. MM. Sekretaris Dinas Pengarah
Nip. 19611231 199003 1 133
3| Hj. Sri Wilujeng, S.Sos. MM | Kepala Bidang Pelatihan K oordinator.
Nip. 19630722 198503 2 010 dan Produktivitas
[ 4. | Drs. Bambang MR. M.S1L. Pakar Pelatihan Kerja Melakukan
‘I | Visitasi (Asesor)
" 5. | Drs. H. Affan Ahmad, M.Si. |  Sekretaris APINDO | Bagian Verifikasi
L L \ _Dokuren
| 6. | Lalu Riadi, 5.S0s. MH. | Pakar Pelatihan Me: yusun Jadwal
g | | Visitasi
|
7. | Zainur, S.Scs. HILSI Melakukan
Visitasi (Asesor)
8. | Suhamdi, S.Sos. AISI | Melakukan
| ‘ Visitasi (Asesor)
9. | Hj. Siti Emi, S.Sos. J Kasi Instruktur dan i Bagian Informasi
NIP. 19650514 198503 2 006 Kelembagaan | Dan Pengaduan
10. | Ni Made Marhaeni Staf Bidang Lattas Eagian Surat
, | Nip. 19640420 198603 2 022 Menyurat
l _(Sekretariat)
‘ 11. | Nunik Nur Handayanti, S.Psi. Staf Bidang Lattas Bagian Surat
Menyurat
| { l (Sekretariat)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSINTB

a
DisH W/LDAN ~—

Pembina Utama Madya
NIP:19581231 198303 1340
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PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTB
KEGIATAN : FASILITASI AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pendahuluan

Sesuai dengen Peraturan Menakertrans Nomor 17 tahun 2016 tentung Tata cara perjjinan dan
pendaftaran LPK.. Pasal 9 Bagi LPK yang telah memperoleh ijin dari Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 3 tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang
diterbitkan oleh LA-LPK (wajib akreditasi). Agar pelaksanaan pelayanan akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja dapat berjalan dengan tertib, lancar, transfaran sesuai dengan prinsip tata kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan suatu landasan dan pedoman dalam
memberikan pelavanan kepada masyarakat/pihak yang membutuhlan.

Dasar Hukum

1) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2) PP.No. 31 Tahun 2006 tentang Sislatkernas

3) Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pe izinan dan pendaftaran LPK

4) Keputusan Dirjen Lattas No. 94/LATTAS/VII/2013 tentang Pedoman Pembentukan Komite
Akreditasi LPK.

Visi, Misi daa Motto

Visi-

Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Nusa Tenggara Barat yang produktivitas berdaya
saing dan sejahtera.

Misi

e Meningkatkan kemampuan dan kemandirian tenaga kerja sesuai pasar kerja.

e Meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga ker a.
Moto

Lembaga Pelatihan Berkualitas dan SDM Unggul.

Maklumat Pelayanan Publik

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesual dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kemi siap menerima sanksi sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Tyjuan
Pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan
untuk melakukan kegiatan pelatihan, dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan kerja dan

meningkatkan kredibilitas Lembaga Pelatihan kerja.
Persayaratan

e Memiliki ijin operasional dari Disnakertrans Kabupaten/Kota
e Telah memiliki VIN ( Vocational Identification Number ).

Waktu dan Temnat Pelayanan
Senin s.d Kamis :08.00 - 16.00

Tempat : Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Dinas Teriaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Prosedur
1) Mengajukan pendaftaran Melalui VIN 1 hari
2) Mengisi Format FO1 (Data dokumen pendukung 8 standar akreditasi) | hari
3) Menetapkan LPK yang akan diakreditasi | hari
4) Mengisim Format FO! dilampiri data dokumen Pendukung 1 hari
5) Melakukan verifikasi dokumen 1 hari
6) Menyusun jadwal visitasi penilaian Akreditasi 1 hari
7) Melakukan Visitasi penilaian ke Lembaga pelatihan Kerja 2 hari
8) Mengisi format FO4 hasil penilaian Asesor 1 hari
9) Rapat Pleno hasil visitasi penilaian Akreditasi LPK 1 hari
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PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTE
KEGIATAN : FASILITASI AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pendahuluan

Sesuai dengzn Peraturan Menakertrans Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata cara perijinan dan
pendaftaran LPK.. Pasal 9 Bagi LPK yang telah memperoleh ijin dari Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 3 tahun, LPK wajib merienuhi standar mutu LPK yang
diterbitkan oleh LA-LPK (wajib akreditasi). Agar pelaksanaan pelayanan akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja dapat berjalan dengan tertib, lancar, transfaran sesuai dengan prinsip tata kelola
Pemerintahan yang baik (Good. Governance) diperlukan suatu landasan dan pedoman dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihak yang membutuh<an.

Dasar Hukum

1) UU. No. |3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2) PP.No. 31 Tahun 2006 tentang Sislatkernas

3) Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan pendaftaran LPK

4) Keputusan Dirjen Lattas No. 94/LATTAS/VII/2013 tentang Pedoman Pembentukan Komite
Akreditasi LPK.

Visi, Misi daa Motto

Visi -

Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Nusa Tenggara Barat yang produktivitas berdaya
saing dan sejahtera.

Misi

e Meningkatkan kemampuan dan kemandirian tenaga kerja sesuai pasar kerja.

e Meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga ker a.

Moto

Lembaga Pelatihan Berkualitas dan SDM Unggul.

Maklumat Pelayanan Publik

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesual dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kemi siap menerima sanksi sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan
Pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan
untuk melakukan kegiatan pelatihan, dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan kerja dan
meningkatkan kredibilitas Lembaga Pelatihan kerja.
Persayaratan
e Memiliki ijin operasional dari Disnakertrans Kabupaten/Kota
e Telah memiliki VIN ( Vocational [dentification Number ).
Waktu dan Tempat Pelayanan
Senin s.d Kamis :08.00-16.00
Tempat : Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerju Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Prosedur
1) Mengajukan pendaftaran Melalui VIN 1 hari
2) Mengisi Format FO1 (Data dokumen pendukung 8 standar akreditasi) 1 hari
3) Menetapkan LPK yang akan diakreditasi 1 hari
4) Mengirim Format FO1 dilampiri data dokumen Pendukung. 1 hari
5) Melakukan verifikasi dokumen 1 hari
6) Menyusun jadwal visitasi penilaian Akreditasi 1 hari
7) Melakikan Visitasi penilaian ke Lembaga pelatihan Kerja 2 har!
8) Mengisi format FO4 hasil penilaian Asesor 1 hari
9) Rapat Pleno hasil visitasi penilaian Akreditasi LPK 1 hari




10) Membuat surat Rekomendasi LFK Terakreditasi dan Tidak tzrakreditasi ke Lembaga
Akreditasi Pusat. 1 harl

11) Lembaga Akreditasi melakukan sidang Pleno sesuai Rekomindasi Komite Akreditasi LPK
Terakreditasi atau Tidak terakreditasi. 1 hari
12) Lembaga Akreditasi menerbitkan Sertifikat Akreditasi 1 haii.
9. Biaya
Tidak dipungut biaya

10. Lama Peleyanan
12 hari kerja

11. Personalia pelaksana
Persoralia pelaksana pelayanan kegiatan akreditasi lembaga pelatihan kerja ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerje Dan Transmigrasi Provinsi NTBNo. /  /03-
Nakertrans/IV/2017 tanggal  April 2017 sebagai mana terlarapir.

12. Penutup

Demikian panduan pelaksanaan pelayanan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja pada Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB.

MATARAMAX APRIL 2017

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA PELAYANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

9

Hi. SRI WILUJENG, S.Sos. MM,
Nip. 19630722 198503 2 010

/
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Waktu Pelayanan :
12 hari kerja

Biaya Pelayanan :
Tanpa Biava

Produk Pelayanan :
Terakreditasiny~ Lembana Melethan werja

Pengeiolaan
Disnakertrans melakukan kerj?sama dengan
KA-LPK dan LA-LPHK.

Pengaduan
Sekretariat KA-LPK, Jalan Majapahit No. 29 A
Mataram

Apresias!
Sertifikat akredidasi

Maklum.at Pelayanan
Caygar i kani meystakan sanggun vy

lenggaral 21 pelayznan secuai dengan Starda-

pelavaiian yang ‘lan fitzapkan da., apebile
tidak menepali, kami siap mener..r.a sanksi.
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Infurmesi Akreditasi LPK sapat menghubungi

Sekretariat KA-LPK Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB
Jalan dajapahit No. 29 A Mataram

Telp : (0370) 632012

Fex: (D370) 632017

Kezi Pembinaan Instruktur dan _Am_,m.:__wmumm__

 Hj. Siti Emi, §.Sus. - 0B7BG5828608

Ketua RA-LPK

_.?.msgggm_z.u__.__ammma.n__mm___.:;
Email  lattasntb@yahoo.com ol

FASILITASI AKREDITAS!
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

PEMIERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
[..JAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI
JE Majapakiift Tedp. (0370) 632012 Kode Post 83114
Mataram

KA

-LPK
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STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PELATIHAN CAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Hj.SRI WILUJENG,S.Sos. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19630722 198503 2 010

I

Seksi Pemagangan

Seksi Pembinaan Instruktur
dan Kelembagaan

Seksi Pembinaan Pelatihan &
Produktivitas Tenaga Kerja

H.MOH.HAMKA.S.Sos
Penata Tingkat | (Il /d) HAMDI. SIP

NIP. 19610722 198503 1 011 Penata Tingkat | (1ll/d )
NIP. 19631228 198702 1 003

Hi.SITI EMI,S.Sos.
Penata Tingkat | (1l /d)
NIP. 19650514 190503 2 006

HILMI ZURAIDA,SH

Penata Muda TKI (I /b)
Nip. 19730323 201001 2 002
ZULFARINI Amd

Penata Muda (lll/a)

Nip. 19790529 200901 2 001
MUHAMMAD HATTA

1. IRWAN SUJATMIKO,SE 1. SRILIATI

Penata Muda TK I (lli/b) Penata Muda Tingkat | (Il /b))
NIP. 19810326 201001 1 002 NIP. 19590702 183502 2 001
2. DEDI SOFIAN 2. LALU RIFAI'l,S.Sos

Penata Muda (Il /a) Penata Tingkat | (11l /d)

Nip. 19780110 199803 1 005 Nip. 19631231 198603 1 330

. NI MADE MARHAENI
Penata Muda TK 1 (11l /b)
Nip. 19640420 198603 2 022

Pengatur Muda (1l /a)
Nip. 19740401 200701 1 016
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> STANDAR PELAYANAN

Pl

" FASILITASI
———>  AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

- "~ 1.UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 DASAR HUKUM | 2, PP. No. 31 Tahun 2006 tent.ng Sislatkernas
I~ ¢ 3.Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2016 tentang
N Tata Cara Perizinan dan pendaftaran LPK

ian pengakuan formal yang menyatakan
uatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk
an kegiatan pelatihan, dan menjamin mutu
nggaraan pelatihan kerja dan meningkatkar
hilitas Lembzga Pelatihan kerja

1. Memiliki ijin operasional dari Disnakertrans Kabupaten/Kota
2. Telah memiliki VIN ( Vocational Identificztion Number )

at F01 (Data dokumen pendukung 8 standar akreditasi) 1 hari.
LPK yang akan diakreditasi 1 hari.

at F01 dilampiri data dokumen pendukung | hari.

fikasi dokumen 1 hari.

al visitasi penilaian Akreditasi 1 hari

asi penilaian ke Lembaga Pelatihan Kerja | hari.

4 hasil penilaian Asesor 1 hari.

isitasi penilaian Akreditasi LPK 1 hari

om¢ 1dasi LPK terakreditasi dan tidak {erakreditasi ke
Pusat 1 hari.

slakukan sidang Pleno sesuai

reditasi LPK terakreditasi atau tidak terakreditasi 1 hari.
arbitkan Sertifikat Akreditasi 1 hari berlaku.

p : 12 hari kerja
fanpa Biaya
Herakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja

rans Prov. NTB melakukan kerjasama
PK.

LPK, Jalan Majapahit No. 29 A Mataram

| Denﬁaii iﬁll‘kﬁml h\ényétakan sanggup menye'enggarakan pelay/anan sesuai dengan
|+ Standar pelayanan yang teiah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap
i menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang t erlaku.




WIS! DAN WIS
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

AGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
\ BARAT YANG PRODUKTIVITAS BERDAY/\
= |

FUAN DAN KEMANDIRIAN TENAGA KERJA
PILAN DAN KOMPETENSI CALON

SRR U S SR




. STANDAR PELAYANAN

 FASILITASI
—— AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

- T 1. UU. No. 13 Tahun 2003

DAL ) 2. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Sisizfkernas
SR RI Na. 17 Tahun 2016 tentang

== Taia Cara Parizinan danp LPK

an pengakvan formal yang menyatakan
tw lembaga te. h memenuhi untuk

uegiatan pe atihar, dan menjamin muty
k

nggi rasn
bilitas Lembaga Pelatihan kerja.

1. Mamiiil fin dart [
2. Taish mamiliki VIN { Vocational Identification Number )

-

e

Sekretariat}
Jaliin Majapahit Ne.

Bidang Pelatihan dan Pr @aa Kerja







PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADUAN

LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAPAT MENGHUBUNGI :

1. PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN KA-LPK : Hj. SITI EMI, S.Sos.
2. SEKRETARIAT KA-LPK

DI RUANG KA-LPK BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




